






A. Penelitian Terdahulu 
 
Beberapa pemaparan terkait penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 
 
dilakukan oleh peneliti dalam bahasan mengenai ketimpangan agraria dan beberapa 
 
penelitian terkait dijadikan landasan peneliti untuk mengintegrasikan teori dengan 
 
temuan penelitian. Ada pun beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut: 
 
1. Shohibuddin (2019) 
 
“Memahami dan menanggulangi persoalan ketimpangan agraria” 
 
Jurnal artikel Shohibuddin melakukan studi kepustakaan mengenai ketimpangan 
 
agraria di Indonesia dengan pendekatan konseptual untuk memahami gejala 
 
ketimpangan agraria yang memiliki implikasi pada penysunan kebijakan. Yang 
 
dimaksud ketimpangan dalam perspektif tulisan tersebut dibedakan menjadi dua. 
 
pertama, yaitu ketimpangan distribusi yang menekankan pada kesenjangan 
 
penguasaan tanah pada kelas sektor pertanian rakyat, dan kedua, yaitu ketimpangan 
 
alokasi yang menekankan pada aspek kesenjangan peruntukan tanah dengan usaha 
 
skala besar (korporasi). Pada jurnal ilmiah ini, formulasi kerangka kebijakan dalam 
 
mengatasi ketimpangan agraria diatas direkomendasikan pada politik alokasi, 
 
sumber sumber agraria harus didasarkan pada diskriminasi positif yang memihak 
 
kepentingan basis rakyat/produsen kecil. Pada penelitian ini, konsep studi 
 
kepustakaan (library research) mendasarkan pada analisis pada studi-studi terdahulu 
 
dan dokumen yang dipandang relevan dengan penelitian yang kemudian dianalisis 
 







2. Sihaloho, Martua, dkk.(2016) 
 
“Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan dan Gerak Penduduk” 
 
Jurnal penelitian ilmiah masyarakat miskin dalam lingkup pedesaan pada akhirnya 
 
memilih menjadi pelaku migran dalam upaya mengatasi sejumlah kesulitan ekonomi 
 
(mengatasi masalah kemis kinan) yang dihadapinnya. Pelaku migrasi mengambil 
 
keputusan dan berangkat menjadi migran pada akhirnya berkontribusi secara nasional 
 
(devisa negara) pada tataran makro dan terlebih mikro (keluarga inti) hasil remiten 
 
(khususnya ekonomi-uang) pada akhirnya memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan 
 
mampu mengakumulasi asset (misal lahan dan rumah) untuk dijadikan modal bahkan 
 
ke arah perubahan struktur agraria lokal. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan 
 
peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku migrasi. Perubahan kesejahteraan 
 
masyarakat miskin menjadi makin baik pada akhirnya mendinamisasi masyarakat 
 
pedesaan misalnya mobilitas sosial vertikal naik, termasuk upaya-upaya untuk 
 
melanjutkan kontrak menjadi pelaku migran, mendorong anggota keluarga dan 
 
komunitas menjadi pelaku migran (teori penyebab kumulatif, proporsi kemiskinan- 
 
agraria, proporsi kemiskinan-migrasi). Tiga hipotesis gagasan awal adalah (1) 
 
perubahan struktur agraria mempengaruhi kondisi kemiskinan;(2) kemiskinan 
 
(agraria) mempengaruhi laju gerak penduduk;(3) gerak penduduk (menghasilakan 
 
remiten) mempengaruhi perubahan struktur agrarai dan menghasilkan kemiskinan 
 
baru. Dan tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 
 
hubungan antara perubahan struktur agraria secara historis/kajian kritis isu-isu 
 
terkini. Dalam penelitian ini mengguanakan metode review literatur, baik teori-teori 
 










“Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Buruh Tani dalam Memenuhi 
 
Kebutuhan Pokok di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa” 
 
Pada penelitian ini penulis melakukan analisis terkait bagaimana kondisis kehidupan 
 
sosial ekonomi buruh tani, mencari faktor-faktor yang menyeabkan masyarakat 
 
menjadi buruh tani, dan mengetahui bagaimana strategi masyarakat buruh tani dalam 
 
pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian 
 
kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini merujuk pada masyarakat 
 
bruh tani yang peda kodisi faktualnya ada faktor-faktor pendorong masyarakat untuk 
 
memenuhi kebutuhan ekonomi pokok keluarga menjadi buruh tani, seperti tingkat 
 
pendidikan masih rendah, sempitnya lahan pertanian, dan keahlian maupun 
 
ketrampilan masyarakat yang masih belum memadahi. Implikasi dari penelitian ini 
 
lebih melihat pada aspek penyesuaian masyarakat yang memerluka bantuan 
 
pemberian kapasitas tambahan sebagai ketrampilan (skill) sebagai stimulus dalam 
 





B. Konsep Pemenuhan Subsisten 
 
1. Konsep Pemenuhan Subsisten 
 
Secara leksikal, dalam KBBI ‘pemenuhan’ merupakan kata yang berarti 
 
upaya atau proses memenuhi. Sedangkan ‘subsisten’ sendiri merupakan kata serapan 
 
dari bahasa Inggris ‘subsistance’ yang berarti, uang atau pendapatan yang hanya 
 
mampu untuk menyambung hidup. Senada dengan pengertian ‘subsistance level’ 
 
menurut John Peirson dan Martin Thomas (dalam Dictionary of Social Work, 
 
2010:503) adalah gagasan standar hidup cukup dalam standar minimal. Secara umum 
 
pemahaman “pemenuhan subsisten” berarti adalah upaya melanjutkan kelangsungkan 
 





sandang, pangan, papan. Lebih tandas, UNDP (United Nations Development 
 
Programme) mendefinisikan subsisten pada standart global adalah 1 US Dollar per- 
 
hari untuk mencukupi tiap individu. Apabila di bawah ambang minimum tersebut, 
 
keluarga dikategorikan sebagai level berbahaya dalam kondisi mal-nutrisi atau miskin. 
 
Menurut Eric Wolf (1955) dalam Muhtar Habibi (‘Petani’ dalam Lintasan 
 
Kapitalisme – Indoprogress, 2018) menyatakan bahwa subsisten adalah upaya dari 
 
manusia untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup dan mempertahankan status 
 
sosial. Hal tersebut senada dengan Cahyanov (1966) dalam The Theory of Peasant 
 
Economy, yang menyimpulkan bahwa subsistensi merupakan watak dari ‘ekonomi 
 
petani’ (peasant economy), yang berarti subsistensi disini adalah petani yang sekedar 
 
berproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Dalam perspektif 
 
Cahyanov didasarkan pada rumah tangga petani dengan menghitung produksi 
 
pertanian berasarkan jumlah pekerja dalam rumah tangga dan kebutuhan konsumen 
 
(orang yang ditanggung dalam keluarga: anak-anak dan orang tua yang sudah tidak 
 
bekerja), dalam unit keluarga atau rumah tangga. 
 
Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan tersebut ada bagian dari upaya 
 
adaptatif untuk mempertahankan struktur fungsional dalam keluarga sebagai sistem 
 
sosial. Dalam hal ini, ada empat kerangka yang dapat menjadi pola untuk 
 
menganalisis pada sekema pemenuhan kebutuhan empat kerangka fungsi tersebut 
 
yaitu, AGIL (Adaptation, Goal, Integration, dan Latention) masing-masing fungsi 
 
adalah landasan yang dikemukakan oleh Parsons (dalam Scott, 2012:196) pada 
 
pemahaman empat fungsi ini secara garis besar merupakan aktivitas dan transaksi 
 
yang berkenaan pada fungsi tertentu dengan mengintegrasikan berbagai kondisi atau 
 








2. Konsep Keluarga 
 
Keluarga merupakan lembaga sosial dasar, yang terdiri dari beberapa 
 
kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan 
 
emosional yang sangat dekat dan mengindikasikan pada empat hal yaitu, interdepensi 
 
intim, memelihara batas yang terseleksi, mampu beradaptasi dengan perubahan dan 
 
memelihara identitas sepanjang waktu, dan melakukan tugas keluarga (zeit lin 1995). 
 
Frederich Engels dalam bukunya The Origin of the family, private property, and the 
 
state, lebih tandas menjelaskan pandangan terhadap keluarga bahwasanya, “keluarga 
 
mempunyai hbungan antara struktur sosial-ekonomi masyarakat dengan bentuk dan isi 
 
dari keluarga didasarkan pada sistem patriarki. 
 
Sebagai unit terkecil dari bagian struktur sosial di masyarakat, kelarga 
 
memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kepada masing-masing anggota 
 
keluarga. Karena keluarga penting dan menjadi pusat perhat ian kehidupan masing- 
 
masing individu dalam keluarga, maka dalam realitasnya fungsi dan tujuan keluarga 
 
dalam masyarakat adalah sama. Menurut Siti Norma dan Sudarso (dalam Suyanto 
 
Bagong, 2004:234 ), secara detil fungsi dan tujuan keluarga adalah sebagai berikut: 
 
1) Fungsi pengaturan keturunan 
 
Menjadi fakta bahwa setiap kehidupan manusia sebagai individu untuk 
 
melestarikan keturunan sangatlah penting utamanya untuk melanjutkan 
 
generasi atau status sosial yang ada. Pada dasarnya meskipun masyarakat 
 
tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi masyarakat 
 












Pada proses ini keluarga memiliki peranan dalam pembentukan personality 
 
melalui interaksi awal anak dengan orang tua sebagai tahap awal sosialisasi 
 
dalam lingkup keluarga. Karena, pada tataran ini kepribadian seorang anak 
 
terbentuk melalui interaksi awal dengan keluarga kemudian akan menjadi 
 
bekal berinteraksi dan bersosialisasi kepada masyarakat secara umum. 
 
3) Fungsi ekonomi atau unit produksi 
 
Pada persoalan pokok untuk mendapat penghidupan dilaksanakan keluarga 
 
sebagai unit produksi yang sering kali terjadi pembagian kerja diantara 
 
anggota keluarga. Hal ini bisa menjadi adanya industri dalam skala rumah 
 
dengan melibatkan anggota keluarga. Dengan adanya fungsi ekonomi maka 
 
hubungan antar anggota keluarga dipahami sebagai hubungan kerja produktif 
 
dengan orientasi melanjutkan atau melangsugkan hidup keturunan. 
 
4) Fungsi pelindung atau proteksi 
 
Pada proses ini keluarga memiliki peran dan tujuan untuk melindungi seluruh 
 
anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dailami baik individu anggota 
 
maupun keluarga secara keseluruhan. 
 
5) Fungsi penentuan status 
 
Pada fungsi ini erat kaitannya pada hak pewarisan status kepada anak atau 
 
anggota keluarga lainnya. Biasanya perubahhan status melalui perkawinan, 
 
hak menggunakan hak milik tertentu yang didapat melalui pewarisan. 
 
6) Fungsi pemeliharaan 
 
Keluarga memiliki tujuan untuk melakukan pemeliharaan anggota memiliki 
 
berbagai konteks yang berbeda beda dalam masyarakat. Namun, pada 
 
umumnya pemeliharaan lebih menekankan pada proses dukungan bagi 
 






pada proses ini peran keluarga dapat meningkatkan daya coping dalam 
 
penuntasan masalah individu dalam setiap anggota keluarga. 
 
7) Fungsi afeksi 
 
Memberikan rasa sayang pada keluarga menjadi penting karena pada tahap ini 
 
menjadi setiap insan individu agar merasa dimiliki dan berada dalam kondisi 
 
diterima dalam keluarga dan tercipta kebahagiaan dalam keluarga. 
 
3. Pemahaman Konsep Ketimpangan Agraria 
 
Ketimpangan agraria pada prinsip persoalanya adalah sesuatu fenomena yang 
 
sering terjadi dalam kondisi faktualnya dalam lingkup pedesaan maupun perkotaan 
 
secara fundamen ketimpangan agraria erat kaitannya dengan relasi sosial agraria, yaitu 
 
relasi berbagai pihak meliputi aktivitas kerja (produksi) atas sumber agraria (dalam, 
 
Shohibuddin 2018:3). Hal tersebut terjadi karena, terkait relasi tentang bagaimana 
 
berbagai sumber agraria bisa dikuasai dan digunakan sumber daya alamnya untuk 
 
dieksploitasi. Dari kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa berbagai relasi tersebut 
 
tidak netral atau berwatak kompetisi dan kontestasi. Dan hal tersebut pasti berorientasi 
 
pada dominasi kekuasaan, dan mengesampingkan basis yaitu rakyat. Sungguh ironi 
 




Dalam fenomena ketimpangan agraria ada beberapa dampak yang timbul dan 
 
mencuat pada setiap dinamika yang terjadi di masyarakat antara lain, yaitu: 
 




2) Ketimpangan (inequality) dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria; 
 








4) Ketidakpastian, ketimpangan dan juga ketidaksesuaian dalam alokasi ruang maupun 
 
pendayagunaan sumber-sumber agraria (dalam Shohibuddin 2018: 20-21). 
 
Keempat persoalan diatas sangatlah erat kaitannya dan slaing mempengaruhi 
 
antara satu sama lain dan hal tersebut cenderung memiliki implikasi secara timbal balik 
 































Gambar 2.1 Empat Kategori Ketimpangan Agraria. 
 
 
Dari semua persoalan diatas merupakan konsekuensi dari ketimpangan 
 
agraria yang terjadi akibat dari dominasi kekuatan kekuasaan, kontestasi yang terjadi 
 
dalam relasi sosial agraria. Dalam melihat perspektif persoalan ketimpangan agraria 
 
diperlukan sebuah perspektif makro untuk mengurai dimensi ketimpangan agraria yang 
 
terkait dengan penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria. 
 
 
Lebih tandas Shohibuddin (2018) menjelaskan tentang ketimpangan sumber- 
 
sumber agraria, ada dua tipe ketimpangan agraria yang menjadi poin untuk memperkuat 
 
analisis. Pertama, ketimpangan penguasaan didasarkan pada perspektif kelas pada 
 
sektor usaha tani masyartkat. Kedua, ketimpangan pada sektor alokasi sumber agraria, 
 
yakni antara yang ditujukan pada ruang hidup rakyat, dan usaha tani rakyat dengan 
 




sebagai ketimpangan distribusi, sedangkan yang kedua adalah ketimpangan sektor 
 
alokasi sumber agraria. Kedua ketimpangan tersebut memiliki kesamaan pada sebaran 
 
distribusi penguasaan, hanya saja pada ketimpangan yang pertama terjadi pada sektor 
 
persoalan horisontal antara petani dengan petani. Sementara yang kedua lebih 
 
menekankan persoalan ketimpangan vertikal antara rakyat/petani dengan korporasi. 
 
 
Pembedaan pada dua ketimpangan tersebut memiliki dasar kebutuhan yaitu, 
 
pertama untuk mengenali kondisi ketimpangan melalui diagnosis kebutuhan sumber- 
 
sumber agraria. Sedangkan, kedua adalah untuk menangani persoalan ketimpangan 
 
melalui kebijakan yang tepat untuk menanggulangi ketimpangan melalui resep yang 
 
telah didiagnosis. Terkait kebutuhan diagnosis membutuhkan parameter yang dilihat 
 
dari ekspansi kapitalisme yang ada pada relasi sosial ketimpangan agraria diantara 
 
masyarakat itu sendiri. Ekspansi kapitalisme yang dimaksud adalah perluasan dinamika 
 
diantara masyarakat serta perkembangan korporasi yang mendapat legitimasi dari 
 
negara terutama pada pemberian konsesi lahan dan beragam insentif terkait. 
 
Perbedaan kuasa atas sumber sumber produksi merupakan diferensiasi dari 
 
produksi tiap-tiap rakyat yang menjadi untuk memanfaatkan sumber agraria sebagai 
 
surplus untuk diakumulasikan atau untuk kebutuhan subsisten. Pada hal-hal terkait 
 
tersebut akan melahirkan kelas-kelas dan skaligus memisahkan jauh jurang 
 
ketimpangan di pedesaan. Yang perlu menjadi perhatian terkait memahami persoalan 
 
ketimpangan agraria adalah dengan mengetahui ketimpangan yang diciptkan oleh 
 
politik alokasi negara. Disini yang memiliki peran melakukan ekspansi terhadap 
 
sumber agraria adalah peranan negara melalui institusi terkait yang menetapkan 
 
peruntukan tanah sebagai sumber agraria dengan penyesuaian konsesi melalui 
 
legitimasi formal negara, hal yang menjadi ironi disini adalah kepentingan daripada 
 





Dalam kaitanya dengan persoalan ketimpangan tersebut secara konseptual 
 
tersebut hanya menunjukkan peruntukan sumber agraria hanya memihak kekuasaan 
 
besar seperti korporasi, daripada memihak rakyat atau petani di pedesaan. Hal tersebut 
 
sangat bertolak belakang dengan visi daripada UUPA 1960 tentang asas fungsi sosial 
 
hak atas tanah yang dicita-citakan sebagai terwujudnya tanah sebagai sumber agraria 
 
bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di negara Indonesia. Hal 
 
semacam ini juga pernah ditegaskan oleh salah satu founding father Inonesia yaitu M. 
 
Hatta yang dalam pidatonya menyabutkan visi dari kebijakan agraria saat alm. 
 
menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato itu berbunyi(dalam 
 
Wiradi, 2009:113-114) sebagai berikut: 
 
Tabel 2.1 Piato M. Hatta 
 
Ekonomi Indonesia di Masa Depan 
 
(Ringkasan Pidato Wakil Presiden M. Hatta, 3 Februari 1946) 
 
1. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan 
 
memeras hidup orang banyak. 
 
2. Pemilikan tanah yang sangat luas oleh seseorang di mana terdapat jumlah 
 
penggarap yang besar adalah bertentangan dengan dasar perekonomian adil. 
 
3. Perusahaan yang menggunakan tanah luas, sebaiknya diatur sebagai koperasi di 
 
bawah pengawasan pemerintah. 
 
4. Menurut hukim adat Indonesia, tanah itu pada dasarnya adalah milik 
 
masyarakat. Orang yang berhak menggunakannya, sebanyak yang perlu baginya 
 
serta keluarganya, tapi dia tidak boleh menjualnya… 
 
5. Tanah-tanah yang dipakai oleh perkebunan-perkebunan besar, pada dasarnya 
 
adalah milik masyarakat. Kalau pengusahaan perkebunan itu dalam bentuk 
 






olehnya, tapi tidak boleh memindahkan hak berusaha itu. 
 
6. Perusahaan di atas tanah yang tidak begitu luas, dan dapat dikerjakan sendiri, 
 
boleh menjadi kepunyaan orang seorang. Jika orang yang bersangkutan 
 




7. Tanah di luar tanah kediaman, hanya boleh dipandang sebagai factor produksi 
 
saja, dan tidak menjadi “obyek perniagaan” yang diperjualbelikan semata mata 
 




Mengutip dari pdato tersebut sangatlah jelas bahwa negara harus memiliki 
 
komitmen dalam menyelesaikan beberapa persoalan ketimpangan tang mengakibatkan 
 
ketidakpastian hidup masyarakat dalam lingkup pedesaan yang memiliki persoalan 
 
ketimpangan agraria baik yang bersifat horisontal maupun vertikal harus diatasi oleh 
 
Negara atau Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan sebagai pemegang kekuasaan 
 
tertinggi di Indonesia. 
 
C. Korelasi Tema dengan Konsep Kesejahteraan Sosial 
 
Sejahtera dalam kondisi umum dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan 
 
dan relasi baik individu, kelompok maupun masyarakat terhadap lingkungannya. Hal 
 
ini senada dengan terminnologi yang disebutkan oleh PBB terkait kesejahteraan sosial 
 
diamini sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian 
 
timbal balik individu-individu dengan lingkungan sosial mereka (dalam Fahrudin 
 
2019:9). Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dalam konstitusi UU No. 6 
 
Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, yang menyebutkan bahwa: “Kesejahteraan sosial ialah suatu 
 
tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa 
 





warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 
 
rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 
 
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sasuai dengan Pancasila”. 
 
Pada perkembanngannya terminologi kesejahteraan sosial dalam konstitusi 
 
UU No. 6 Tahun 1974 kemudian diubah dengan konstitusi UU No. 11 Tahun 2009 
 
Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: “kesejahteraan sosial adalah kondisi 
 
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 
 
layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 
 
sosialnya”. Pada terminologi tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dari segi 
 
pernyataan dari UU No. 6 Tahun 1974 yang secara jelas menjunjung hak-hak asasi dan 
 
Pancasila, sedangkan dalam UU No. 11 tahun 2009 tidak dijelaskan demikian. Namun, 
 
secara umum tujauan kesejahteraan sosial secara umum untuk mencapai standar 
 
kehidupan sejahtera secara sosial syarat terpenuhinya kehidupan pokok mulai sandang, 
 
pangan, perumahan dan kesehatan dapat terpenuhi dalam rangka penyesuaian diri, yang 
 
pada khususnya masyarakat dengan lingkungannya, berikut dengan mengoptimalkan 
 






D. Landasan Teori 
 
Dalam melakukan sebuah studi penelitian dari tema diatas penulis memilih 
 
teori ekonomi politik dengan perspektif krit is Karl Marx karena, dengan teori tersebut 
 
mempunyai generalisasi sangat luas atau makro yang mencakup gejala luas pada 
 
msyarakat. Penulis memilih perspektif tersebut karena pada dasarnya teori Marx 
 
mengurai persoalan didasarkan pada determinasi ”corak produksi” yang memiliki 
 






pemenuhan subsisten keluarga yang dibenturkan dengan case ketimpangan agraria. 
 
Dalam perspektif teori Ekonomi Politik-Marx, memiliki sebuah tujuan dalam 
 
menjelaskan bagaimana nilai lebih dalam relasi produksi dalam lingkup persoalan 
 
agraria diciptakan dan didistribusikan. Ada empat unit analisis melalui pertanyaan 
 
kunci dalam studi ekonomi politik untuk mengetahui relasi produksi sebagai penentuan 
 
bagaimana corak produksi, melalui produk dari sistem sosial (kelas) yang terjadi di 
 
lapangan yaitu, 1) siapa memiliki apa?, 2) siapa melakukan apa?, 3) siapa mendapatkan 
 
apa?, 4) Digunakan untuk apa yang didapatkan itu? (dalam Bernstein 2019:30). Adapun 
 
skema untuk mengetahui empat pertanyaan sebagai unit analisa sebagai berikut: 
 
 
Siapa punya apa? (sistem kepemilikan) 
•kelas dibagi menjadi dua: 
•menguasai sp. & tidak mempunyai sp. 
Siapa melakukan apa? (pembagian kerja) 
•pada tahap ini memiliki keterkaitan pada relasi produksi, juga dibagi menjadi dua: 
•mengontrol proses produksi & menjalankan proses produksi. 
Siapa dapat apa? (sistem distribusi hasil kerja) 
•pada tahap ini masih terkait soal relasi produksi, yang membagi proses distribusi menjadi 
dua: 
•mengambil alih sebagian besar hasil produksi & mendapat bagian kecil (kehilangan surplus). 
Digunakan untuk apa? (sistem reproduksi kelas sosial) 
•pada tahap akhir melihat proses reproduksi dua kelas: 
•akumulasi & memenuhi kebutuhan subsisten. 
 
Dari keempat pertanyaan tersebut dapat menjadi fokus untuk merujuk 
 
analisa pada kondisi obyektif, relasi-relasi sosial dalam produksi dan reproduksi dari 
 
skala aktivitas ekonomi yang variatif mulai rumah tangga, komunitas hingga struktur 
 
ekonomi tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional dengan melihat sejauh 
 
mana eksploitasi terjadi. 
 
Dari urutan pertanyaan tersirat tersebut mampu digunakan untuk 
 
menganalisis persoalan dari pada relasi pada pemahaman terkait struktur determinasi 
 




menentukan distribusi pendapatan secara sosial, dengan melihat indikator kepemilikan 
 
sarana produksi, hingga melihat pola perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang 
 
pada gilirannya menciptakan ragam penggunaan produk sosial reproduksi yang pada 
 
aktualnya dalam kasus kapitalisme, dengan melibatkan pemusatan akumulasi pada 
 
salah satu pihak yang mengakibatkan ketidakseimbangan (Inequality) atau yang disebut 
 
timpang sehingga berujung pada kondisi krisis pedesaan, dan perubahan corak produksi 
 
pada mata pencaharian masyarakat. 
 
Dalam landasan teori tersebut dengan beberapa poin pertanyaan tersebut 
 
dimaksudkan untuk mengetahui faktor determinan dalam melihat kondisi penguasaan 
 
sumber agraria sebagai sarana alat produksi untuk pemenuhan kebutuhan subsisten 
 
umumnya masyarakat dan lebih khusus pada lingkup keluarga. 
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